
WALI KOTA BEI(ASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR.Ta/@rq/ y'KO

TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL PEMANTAUAN DAN STOCK OPNAME PERSEDIAAN

PENANGANAN COVID-19 DARJ BELANJA TIDAK TERDUGA
PADA DINAS SOSIAL KOTA BEI(ASI

TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang a

b

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti
Laporan Hasil Pemantauan dan Stock Opname
Persediaan Penanganan COVID-19 dari Belanja Tidak
Terduga (BTT) pada Dinas Sosial Kota Bekasl Tahun
Anggaran 2021 Nomor 77O||S8Z/ITKO Tanggal
27 Agustus 2021;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi
Wali Kota Bekasi agar Kepala perangkafDaerah segera
menindaklanjuti saran pada Laporan Hasil
Pemantauan dan Stock Opname persediaan
Penanganan COVID-l9 dari BTT Tahun Anggaran
2021.

Mengingat

2

?)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 42, Tamtahan
!31bara1- Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 12:6, Tamlahan
Lembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 443g);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia irlomor 55g7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2O14 t_entang pemerintahan Daerai lt emla.an
Negara Republik Indonesia Tahun ZOtS ilomor SS,Tambahan lembaran Negara Republik InJonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201g tentang
Pengelolaan 

_ 
Keuangan Daerah (Lembaran N"g"."

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia lVorno. OiiZ);
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5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 2020 tentang Komite Penangann Corona Virus
Disease 2019 (COVID-l9) dan Pemulihan Ekonomi
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1

Tahun 201 I tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

_ Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus
Disease 20 19 di Lingkungan pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O2l
tentang Penyediaan dan percepatan penyaluran
Bantuan Sosial dan/atau Jaring pengaman Sosial
yang bersumber dari Anggaran pendapatan danBelanja Daerah dalam rangka mendorong
peningkatan perekonomian dan pemberian bantuai
sosial k_e_pada masyarakat yang terdampak pandemi
Corona Virus Disease (COVID-19);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan pemerintahan Wajib dan pilihan yangmenjadi Kewenangan pemerinlah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru daiam
Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2Ol9
(covrD-19);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Ktta nekasi
Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);

12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahwn 2OI2tentang Tata Cara pemberian dan pertanggung
jawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2012 Nomor Si Seri E) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan
Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun d,O2l tentang
Perubahan Kedua atas peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang Tata Cara pemberian
dan. Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun i02 i Nomor 52 Seri
E);

13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2O2Otentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggliran 2O2l (B;naDaerah
Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor O+ Seria).



Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:
Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;

2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui
harga satuan barang sebagai dasar penyusunan laporan
penerimaan barang B'I'f Dinas Kesehatan untuk
Penanggulangan Pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial
Kota Bekasi;

Segera melengkapi pengelolaan penatausahaan
penerimaan barang BTT dalam rangka
penanggulangan COVID-19 sesuai ketentuan,
sebagaimana terinci didalam Tabel 2 Hasil Pemantauan
Dokumen Penatausahaan dan Administrasi Laporan
Pertanggunglawaban pada Laporan Hasil Pemantauan dan
Stock Opname Persediaan Penanganan COVID-19 dari
BTT pada Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun Anggaran 2027,
agar laporan tersebut dapat memberikan keyakinan bahwa
pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang
Persediaan yang bersumber dari BTT Dinas Kesehatan
untuk Penanggulangan COVID-19 pada Dinas Sosial Kota
Bekasi telah sesuai dengan mekanisme, berjalan secara
baik, efektif serta terjaga akuntabilitasnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Agar melakukan penatausahaan (pencatatan dan
pelaporan) barang Persediaan dan Aset sesuai dengan
ketentuan;

Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

, Padatanggal :r7 kqlov,tW tA1

\ym KorA BEKAsr,

DT. RAHMAT EFFENDI

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.


